PEREMPUAN: Perempuan dan Media by Fuady, Muhammad Ikram Nur
PEREMPUAN VOLUME 2
SYIAH KUAL A UNIVERSIT Y PRESS
Perempuan dan Media
PEREMPUAN
 PEREMPUAN DAN MEDIA
VOLUME 2
Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak eko-
nomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk peng-
gunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus 
juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/
atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda pa-ling ban-
yak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).









Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2
Editor: 





ISBN:    978-623-264-424-3 (no.jil.lengkap)
978-623-264-425-0 (jil.1 )
978-623-264-426-7 (jil.2 )




SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS
Penerbit:
Syiah Kuala University Press 
Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam 23111, 
Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh
Telp: 0651 - 8012221
Email: upt.percetakan@unsyiah.ac.id
Website: http://www.unsyiahpress.unsyiah.ac.id
Tahun Terbit Digital 2021
Cetakan Pertama, 2021
viii + 439 (15.5 X 23)
Anggota IKAPI 018/DIA/2014
Anggota APPTI 005.101.1.09.2019
Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh 
buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.
vV O L U M E  2
KATA PENGANTAR 
SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya sehingga buku ini telah dapat diselesaikan. Terima kasih 
disampaikan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) yang telah 
memberikan dukungan dan mempercayai kami untuk menerbitkan buku ini. 
Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 
atas kontribusi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan buku ini.
Buku ini diharapkan mampu memotivasi pembaca dalam segala hal 
apapun terutama yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga 
salah satu bentuk kolaborasi yang terjalin antara USK dengan penulis-
penulis dari berbagai pelosok daerah di Indonesia yang diharapkan untuk ke 
depannya bukan hanya sekedar dalam menerbitkan buku tetapi juga dalam 
bentuk kerjasama lainnya. Terima kasih kepada penulis yang telah bersedia 
ikut berkontribusi dalam menuliskan buku untuk menerbitkan di Syiah Kuala 
University Press. Besar harapan kami akan ada banyak lagi buku-buku lainnya 
yang diterbitkan sehingga para generasi selanjutnya ikut serta termotivasi 
untuk menulis dan menerbitkan karya-karyanya. Semoga buku ini juga dapat 
memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Banda Aceh, September 2021
Penerbit
vi V O L U M E  2
viiV O L U M E  2
DAFTAR ISI
 
KATA PENGANTAR PENERBIT UNSYIAH PRESS ............................................... vii
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ix
PEREMPUAN & CYBERHARRASMENT .................................................................. 1
ELOK PERWIRAWATI
KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE ........................................................27
YULIANA
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL, KEHAMILAN TIDAK 
DIHARAPKAN, ABORSI, DAN PERAN MEDIA MASSA .......................................43
INDRA SUPRADEWI
BAGAIMANA PEMBERITAAN MEDIA MASSA MENGENAI 
KELUARGA BERENCANA PRIA? ..........................................................................59
PURI KUSUMA DWI PUTRI
JANDA BOLONG DAN LIDAH MERTUA: KOMODIFIKASI, LABELLING, 
DAN DISKRIMINASI DI RUANG PUBLIK ...............................................................81
YULIANA RAKHMAWATI
PENINGKATAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI MASA 
PANDEMI COVID-19 ................................................................................................107
ELIES FITRIANI
KEADILAN RESTORATIF PADA KEKERASAN SEKSUAL 
DI MEDIA MASSA ....................................................................................................129
MUHAMMAD IKRAM NUR FUADY
CHILD GROOMING .................................................................................................153
NOVITA RINA ANTARSIH
SEBUAH MIMPI BURUK YANG BERNAMA TOXIC RELATIONSHIP ...............173
DIAN NURAWALIAH SONJAYA
STOP! KEKERASAN PEREMPUAN DI MEDIA MASSA .....................................185
NADA ARINA ROMLI, PRIMA YUSTITIA NURUL ISLAMI
PEREMPUAN DAN MEDIA: KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA .......213
LENNY IRMAWATY SIRAIT
PESANTREN DAN PENDIDIKAN GENDER .........................................................233
MOH. TORIQUL CHAER
viii V O L U M E  2
MAJALAH “DJAUHARAH” DAN MANUSKRIP AL MU’ĀSYARAH: 
EKSISTENSI GENDER DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU 
AWAL ABAD KE-20 .................................................................................................255
YULFIRA RIZA
PEREMPUAN DALAM MITOS PERNIKAHAN DI MEDIA SOSIAL 
INSTAGRAM: SEBUAH PARADOKSALITAS PEREMPUAN DI RANAH
DOMESTIK DAN PUBLIK .......................................................................................285
ARINA RAHMATIK
129
KEADILAN RESTORATIF PADA KEKERASAN SEKSUAL          
DI MEDIA MASSA
Muhammad Ikram Nur Fuady
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
A. PENDAHULUAN
Kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang dapat terjadi di mana 
dan kepada siapa pun, termasuk kepada perempuan yang terjadi di media 
massa. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di media massa saat ini didominasi 
dalam bentuk daring, seperti, seperti perundungan (cyberbullyng), pelecehan 
seksual (sexual harassment), ujaran kebencian (hate speech), penghinaan 
bentuk tubuh (body shaming) yang tidak hanya terjadi kepada perempuan 
dewasa, tetapi juga perempuan yang masih dalam ketagori anak. 
Sensitifnya kejahatan kekerasan seksual kepada perempuan membuat 
banyak pihak korban yang memutuskan tidak menempuh jalur hukum. Pilihan 
tersebut tidak menyelesaikan masalah karena pihak korban terkesan menutupi 
diri dan menanggung akibatnya sendiri karena takut sanksi sosial dari 
masyarakat. Hal ini juga diperburuk dengan anggapan sebagian masyarakat 
yang merasa penyelesaian secara jalur hukum itu sangat berbelit-belit, lama, 
dan mahal. Disinilah peran dari keadilan restoratif (restoratif justice) dalam 
memberikan solusi penyelesaian yang mengedepankan pemulihan korban.
Keadilan restoratif adalah suatu konsep yang pada intinya merupakan 
usaha pemulihan pada korban dan memberikan kesempatan tersebut kepada 
pelaku kejahatan. Aparat penegak hukum dan pihak lain, seperti keluarga, 
tokoh agama, dan tokoh masyarakat hanya menjadi penengah untuk 
memperlancar proses tersebut. Namun, penyelesaian kejahatan kekerasan 
seksual pada perempuan melalui keadilan restoratif tidak selamanya berbuah 
manis. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa rintangan dalam 
melakukan keadilan restoratif adalah ketidaksediaan pihak korban untuk 
menempuh jalur tersebut, seperti ketidaksediaan korban menikah dengan 
pelaku untuk menutupi kasusnya.
Pada akhirnya, kejahatan kekerasan seksual pada perempuan 
merupakan kejahatan yang dinilai berat dan sulit untuk dilakukan perdamaian. 
Akan tetapi, selagi masih ada celah untuk memperbaiki hubungan pelaku 
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dan korban serta melihat kepentingan masa depan korban, maka keadilan 
restoratif merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan. Selengkapnya 
akan dibahas dalam topik bab buku ini.  
B. PEREMPUAN, KEKERASAN SEKSUAL, DAN MEDIA MASSA
Ketika mendengar kekerasan seksual, maka hal tersebut akan identik 
dengan perempuan, baik itu dewasa maupun anak. Hal ini juga didukung 
dengan banyaknya kasus kekerasan seksual dimana perempuan kerap 
menjadi korban. Selain itu, perkembangan media massa, baik cetak maupun 
digital juga menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Mari kita mulai 
membahas ini mulai dari definisi dan seterusnya.  
1. Definisi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Perempuan 
adalah seseorang yang memiliki kelamin perempuan, dapat menstruasi, 
hamil, dan melahirkan (Daring, 2016). Istilah perempuan lebih sering 
digunakan secara umum di Indonesia daripada wanita. Meskipun istilah 
“wanita” menurut sebagian pakar memiliki makna kata yang halus, tetapi kata 
“perempuan” tersirat arti suatu penghormatan, meskipun kata perempuan 
merupakan lawan kata langsung dari laki-laki (Sadli, 2010). Oleh karena itu, 
istilah perempuan akan digunakan dalam pembahasan topik buku kali ini.  
Selanjutnya adalah definisi dari kekerasan seksual. Istilah ini terdiri dari 
dua kata, yaitu kekerasan dan seksual. Istilah kekerasan memiliki kesan yang 
kasar dan buruk tergantung konteks terjadinya perbuatan kekerasan tersebut. 
Dalam konteks rumah tangga dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan adalah setiap perbuatan kepada 
sesorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan, mulai dari fisik, psikis, pemaksaan, penggunaan ancaman, dan 
penelantaran rumah tangga (Amalia, 2011). Berdasarkan definisi tersebut 
kita mengetahui bahwa kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik atau 
badan, tetapi juga kondisi psikis, jiwa, dan mental seseorang. Sedangkan 
istilah seksual berasal dari kata “seks” yang berhubungan dengan jenis 
kelamin (Daring, 2016). Maka dari itu, istilah seksual dapat diartikan sesuatu 
yang berkaitan dengan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Jika merujuk pada definisi sebelumnya, maka kekerasan seksual 
akan tidak jauh berbeda dengan definisi menurut Undang-Undang PKDRT. 
Dalam hal ini penulis dapat mendefinisikan kekerasan seksual sebagai 
suatu tindakan yang memberikan rasa derita kepada korban terhadap 
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jenis kelaminnya dalam bentuk fisik, psikis, secara langsung ataupun tidak 
langsung. Kekerasan seksual secara langsung dapat berupa pemukulan, 
penelantaran, penghinaan, sedangkan kekerasan seksual secara tidak 
langsung dapat dilakukan melalui jarak jauh menggunakan instrumen media, 
seperti internet.
Istilah terakhir yang akan kita banyak temui dalam pembahasan buku 
ini adalah media massa. Media massa merupakan alat komunikasi massa 
sekaligus filter berita yang akan disampaikan (Santosa, 2017). Selain itu, 
menurut Ahmad Mulyana (Mulyana, 2016), media massa adalah saluran 
atau alat komunikasi dalam penyebaran informasi massa yang dapat diakses 
oleh masyarakat luas. Sedangkan menurut Israwati Suryadi (Israwati, 2011), 
media massa adalah refleksi dari peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media massa 
adalah instrumen untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat 
luas yang dapat diakses melalui media cetak atau media digital.         
  
2. Ruang Lingkup
Dalam pembahasan kali ini, ketiga istilah perempuan, kekerasan 
seksual, dan media massa akan dibahas dalam konteks hukum dan keadilan 
restoratif. Perempuan akan dibahas dalam ruang lingkup bagaimana 
peraturan perundang-undangan yang ada melindungi hak-hak perempuan 
dan bagaimana implementasi serta tantangan menerapkan keadilan restoratif 
pada kasus kekerasan seksual pada perempuan. Tentu saja kali ini akan 
dikaitkan dengan fenomena perkembangan media massa yang pesat yang 
memiliki sisi positif dan negatif. Bagaimana media massa dapat menjadi alat 
komunikasi untuk mengkampanyekan hak-hak perempuan atau sebaliknya, 
bisa saja media massa menjadi boomerang bagi perempuan, dimana 
kekerasan seksual dapat terjadi melalui media massa. 
3. Bentuk Kekerasan Seksual di Media Massa
Kekerasan seksual yang terjadi secara langsung, seperti pemukulan, 
dapat disebut sebagai suatu kekerasan seksual dalam bentuk tradisional 
(traditional sexual harassment), sedangkan kekerasan seksual melalui 
media massa, seperti media cetak dan media daring, dapat disebut dengan 
kekerasan seksual siber (cybersexual harassment). Pembahasan kali ini 
akan berfokus pada kekerasan seksual siber yang dapat ditemukan dalam 
beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:
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a)  Pelecehan Seksual Siber atau Cyber Grooming
Pelecehan seksual siber atau lebih dikenal dengan istilah Cyber Grooming 
adalah tindakan penyerangan untuk menangkap dan mengeksploitasi 
seseorang melalui media luring atau daring (Know, 2020). Biasanya korbannya 
adalah perempuan dewasa dan anak. Proses cyber grooming ini dilakukan 
oleh pelaku kepada korban dengan komunikasi secara intens dan terhadap 
korban yang sama yang disertai ancaman. Akibatnya, korban yang masih 
awam, utamanya perempuan dan anak-anak sangat rentan untuk termakan 
rayuan dan bujukan pelaku. Pada akhirnya, korban yang merasa terancam 
akan melakukan apapun yang diperintahkan pelaku.
Pelaku cyber grooming memiliki niatan yang jelas untuk memanfaatkan 
kondisi korban yang lemah dalam konteks korbannya adalah perempuan dan 
anak yang takut jika diberi ancaman. Dalam beberapa kasus, seperti kasus 
pencabulan anak yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2019 dimana korban 
dipaksa untuk menyalakan kamera komputer atau telepon genggamnya, 
kemudian dipaksa untuk memperlihatkan bagian intim korban (Permana, 
2019).
Dalam kasus ini, sebagian besar pelaku merupakan orang yang 
menderita kelainan seksual karena merasa puas dengan melalui media 
daring seperti gambar atau video porno (Cripps and Stermac, 2018). Selain 
itu, pelaku juga dapat dikategorikan memanfaatkan kondisi korban dan 
cenderung melakukannya secara berulang-ulang. Akibatnya, korban cyber 
grooming dapat mengalami trauma, anti social, dan gangguna kesehatan 
mental (Petra Gradinger, Dagmar Strohmeier, 2010).
b) Perundungan Siber atau Cyberbullying
Perundungan siber atau cyberbullying merupakan tindakan perundungan 
yang dilakukan melalui media daring, seperti internet. Perbedaan cyberbullying 
dengan perundungan yang terjadi secara langsung (traditional bullying) adalah 
penggunaan media atau alat perundungan yang digunakan. Menurut data 
Centre of Disease Control (2018) bahwa 1 dari 5 anak di dunia mengalami 
cyberbullyng dan menimbulkan trauma dan gangguan mental bagi korbannya 
(Leigh, 2018). Hal ini tidak jauh berbeda dengan dampak yang diakibatkan 
oleh cyber grooming. 
Modus cyberbullyng yang terjadi kerap mengakibatkan kekerasan 
seksual bagi korbannya, seperti perempuan. Kekerasan seksual dilakukan 
oleh pelaku dengan memberikan ancaman kepada korban, sehingga korban 
terpaksa melakukan keinginan pelaku. Contohnya, kasus cyberbullying 
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di Kanada (2015) dimana pelaku menyebarkan video masturbasi korban 
di sekolah yang mengakibatkan korban merasa malu dan depresi hingga 
melakukan bunuh diri (Duncan, 2017). Contoh tersebut memperlihatkan 
betapa berbahayanya cyberbullying, khususnya kepada kondisi mental dan 
kejiwaan seseorang. Selain itu, tantangan dalam cyberbullying adalah sulitnya 
mendeteksi pelaku dan korban karena dilakukan melalui media internet, 
sehingga sering terlambat untuk diketahui. 
 
a) Ujaran Kebencian atau Hate Speech
Ujaran kebencian atau hate speech merupakan salah satu kejahatan di 
dunia maya. Ujaran kebencian biasanya dilakukan dengan maksud dan tujuan 
unutk memprovokasi massa (Syafyahya, 2018). Studi terkini memperlihatkan 
bahwa ujaran kebencian melalui media massa, khususnya media social, 
seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube mendominasi kasus-kasus 
ujran kebencian, mulai dari aspek politik, hukum, dan agama. 
Selain itu, ujaran kebencian juga seringkali mengakibatkan kekerasan 
seksual yang membuat penderitaan secara psikis kepada korban. Banyak 
contoh kasus di media social, seperti kasus artis dr. Richard Lee dan artis 
Kartika Putri, dimana dr. Richard Lee menyampaikan di media sosial Youtube 
bahwa produk kosmetik artis Kartika Putri adalah palsu hingga berujung ke 
pengadilan (Sari, 2021). 
Contoh kasus tersebut memperlihatkan ujaran kebencian atau hate 
speech yang menyinggung orang lain yang secara psikis mengakibatkan 
derita atau kekerasan. Selanjutnya juga sering ditemukan kasus dimana 
seseorang mengunggah foto dan video porno mantan pacarnya di internet 
disertai komentar yang berisi hinaan dengan tujuan agar semua orang melihat 
konten tersebut yang mengakibatkan korban merasa malu dan depresi (Sara, 
2021). Hal ini jelas merupakan suatu bentuk kekerasan seksual di media 
massa dengan ujaran kebencian.
b) Penghinaan Bentuk Tubuh atau Body Shaming
Penghinaan bentuk tubuh atau Body Shaming jelas memberikan 
kerugian berupa derita secara fisik dan psikis kepada korban. Sebelum media 
sosial populer, konflik penghinaan akan dilaporkan ke kepolisian dengan 
dugaan pencemaran nama baik. Namun, seiring perkembangan zaman, 
penghinaan, baik itu penghinaan bentuk tubuh atau lainnya dilakukan melalui 
media social.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuhan Nafsul Mutmainnah 
pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus penghinaan bentuk tubuh di 
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media massa, sebagian besar dilakukan oleh perempuan dengan korban 
perempuan juga (Mutmainnah, 2020). Temuan ini menjadi menarik jika 
melihat jumlah pengguna media social di Indonesia yang sangat banyak 
dan didominasi oleh perempuan. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam 
menulis, menyebar informasi, dan merespon di media massa agar terhindar 
dari kasus penghinaan karena pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
C. KEADILAN RESTORATIF
1. Definisi
Keadilan restoratif terdiri dari dua kata, yaitu keadilan dan restoratif. 
Menurut Plato, keadilan adalah Salah satu diantara teori keadilan yang 
menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan 
sebagai “The supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil 
adalah “The self diciplined man whose passions are controlled by reasson”. 
Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. 
Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu 
masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya (Johan Nasution, 
2014). Di sisi lain, Aristoteles juga mengemukakan konsep keadilan distributif 
yang mengedepankan pemberian hak kepada tiap individu sesuai usaha 
yang dikeluarkannya (Knoll, 2016). Dari kedua pendapat tersebut, penulis 
mengadopsi kedua pendapat tersebut untuk konsep keadilan, yaitu suatu 
bentuk penyelarasan antara manusia untuk melahirkan harmoni dengan 
memberikan hak individu sebagaimana kontribusi yang diberikan.
Sedangkan kata restoratif berasal dari bahasa Inggris yaitu “restoratif” 
yang berasal dari kata “restore” yang berarti memulihkan atau mengembalikan 
(Anonim, 2018). Berdasarkan definisi tersebut, beberapa pakar juga 
menyampaikan definisi keadilan restoratif, seperti Muhaimin (2019) yang 
mengemukakan keadilan restoratif adalah proses yang menekankan pada 
partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
terjadi (Muhaimin, 2019). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa 
keadilan restoratif merupakan bentuk penyelarasan antar manusia menuju 
suatu harmoni dengan memulihkan atau meminimalisir dampak yang muncul 
akibat suatu perbuatan tercela antara pelaku dan korban. 
2. Ruang Lingkup
Dalam pembahasan kali ini, keadilan restoratif akan dibahas berkaitan 
dengan kekerasan seksual yang terjadi di media massa. Berbagai bentuk 
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kejahatan yang terjadi di media massa, terutama media sosial akan menjadi 
ruang lingkup topik pembahasan. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan 
agar penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual berjalan 
lancar dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya juga 
akan dibahas tuntas. Dalam prosesnya, tidak hanya konteks nasional, 
tetapi juga internasional dan hukum adat akan ditinjau tentang bagaimana 
prospek keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual, apakah mampu 
memberikan suatu hubungan harmoni yang mampu memperbaiki hubungan 
pelaku dan korban, sekaligus meminimalisir jumlah kasus yang dilimpahkan 
ke pengadilan. 
D. KEKERASAN SEKSUAL DI MATA HUKUM
Aturan hukum tentang kekerasan seksual di Indonesia dapat dilihat dari 
beberapa sumber, yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak dikenal 
dalam KUHP. Kitab undang-undang hukum pidana hanya mengenal istilah 
perbuatan cabul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan 
seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain 
berkaitan dengan jenis kelamin (Daring, 2021b). Sedangkan cabul adalah 
segala perbuatan yang melanggara norma kesopanan dan kesusilaan yang 
melibatkan hawa nafsu birahi, seperti ciuman dan  meraba bagian intim 
(Daring, 2021a). 
Dalam KUHP, perbuatan cabul diatur dalam buku kedua tentang 
kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 
303). Contohnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan 
yang telah kawin (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), atau membujuk 
melakukan perbuatan cabul bagi orang yang belum dewasa (Pasl 293). Dalam 
buku KUHP karya R. Soesilo, disampaikan bahwa pengertian perbuatan 
cabul berasal dari Pasal 289 KUHP, yaitu “Barangsiapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan 
dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang 
menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan 
tahun”.
Berdasarkan uraian tadi, dapat diketahui bahwa KUHP sebagai dasar 
aturan hukum pidana di Indonesia masih bersifat sangat tradisional karena 
belum dapat menjerat pelaku kekerasan seksual melalui media massa, 
seperti media cetak, internet, dan media sosial. Maka dari itu, peningkatan 
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dan amandemen peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual 
perlu dilakukan demi menjerat pelaku kejahatan.  
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE) pada dasarnya merupakan aturan hukum untuk menjaga dunia 
siber. Dalam hal ini UU ITE adalah penjaga dunia maya dalam bertransaksi 
informasi menggunakan teknologi. Terdapat adagium yang mengatakan 
hukum selalu tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman. Dalam 
rangka menghindari adagium tersebut terjadi, maka UU ITE ini dibuat. 
Sedangkan dalam konteks kekerasan seksual, terdapat beberapa 
contoh kasus di Indonesia, seperti kasus tersangka Gilang Aprilian Nugraha 
Pratama di Jawa Timur pada tahun 2015 (Josua Satria Collins, 2020). 
Tersangka diduga melakukan mummification yang merupakan seuatu bentuk 
fetishism, yaitu suatu bentuk kelainan seksual. Tersangka memanipulasi 
korbannya melalui media social untuk bersedia menjadi melakukan aksinya 
yang berlawanan dengan norma kesusilaan.
Melihat kasus tersebut, kita dapat melihat betapa kekerasan seksual di 
media massa, seperti media social telah menjadi kewajiban untuk dicegah dan 
ditindak tegas. Kekerasan seksual di mata UU ITE dapat dijerat ketika pelaku 
menggunakan teknologi dan media elektronik, sehingga undang-undang ini 
sangat penting keberadaannya untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. 
3. Undang-Undang Perlindungan Anak 
Anak merupakan masa depan suatu bangsa. Indonesia telah berusaha 
melindungi hak dan nasib anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 mengemukakan pengertian anak adalah 
seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, artinya seseorang yang 
masih berusia 18 tahun ke bawah masuk kategori anak.
Perlindungan anak itu sendiri adalah upaya untuk menjamin dan 
melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara normal tanpa adanya 
diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan seksual terhadap anak sudah banyak 
terjadi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. 
Dalam kacamata undang-undang perlindungan anak, segala bentuk 
kekerasan terhadap anak dilarang dan memiliki konsekuensi hukum. Tidak 
tanggung-tanggung, pelaku kekerasan seksual kepada anak akan diberikan 
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tambahan 1/3 masa hukuman dari ancaman sanksi yang ada. Begitu pula 
jika pelaku adalah orang tua, keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, 
maka akan semakin berat sanksi yang diberikan. 
Tantangan dalam kasus ini adalah anak yang menjadi korban sering 
takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya akibat ancaman 
dari pelaku. Kasus kejahatan seperti prostitusi daring, perdagangan manusia, 
dan eksploitasi anak juga sering dibarengi dengan kekerasan seksual. Oleh 
karena itu, kita sebagai manusia dewasa dengan hati nurani yang baik, harus 
bisa melihat kondisi sekitar, jika ada anak yang diduga mengalami kekerasan 
seksual untuk segera melaporkannya ke pihak yang berwajib.
4. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PK-
DRT)
Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam lingkungan rumah tangga. 
Hubungan sakral pernikahan sering tidak berjalan mulus dan menimbulkan 
derita kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mulanya 
melahirkan banyak perdebatan terkait ranah hukum yang masuk ke dalam 
ranah privat atau publik, mengingat rumah tangga juga bisa dikatakan urusan 
pribadi.
Pasal 8 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah 
setiap tindakan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan 
seksual secara tidak wajar atau tidak disukai, dan pemasangan hubungan 
seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial. Dari penjelasan tersebut, 
korban dapat berasal dari istri, anak, bahkan suami, meskipun hampir semua 
kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadikan istri dan anak 
sebagai korban.
Pada zaman globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat saat 
ini, nyatanya tidak dibarengi dengan meningkatnya moral masyarakat. Data 
dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa 
dalam rentan waktu 2011-2015, terdapat 1.671 kasus kekerasan seksual 
dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau kerabat terdekat (Handayani, 2017). 
Apalagi penggunaan teknologi yang salah, seperti komersialisasi perempuan 
di media social yang memaksa korban mengumbar tubuhnya adalah hal yang 
sangat tercela. Oleh karena itu, tiap orang tua dan calon orang tua, sebaiknya 
mengenal terlebih dahulu bagaimana kehidupan rumah tangga dan cara 
merawat anak melalui kursus parenting atau berkonsultasi dengan tokoh 
agama agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga kelak.
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5. Undang-Undang Ketenagakerjaan
Tempat kerja merupakan salah satu tempat kekerasan seksual sering 
terjadi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja seperti buruh pabrik menjadi paling rentan menjadi korban 
kekerasan seksual di tempat kerja karena harus turun langsung ke lapangan 
bercampur dengan laki-laki. 
Secara hukum, undang-undang ketenagakerjaan hanya memberikan 
sanksi administratif ringan hingga berat kepada pelaku kekerasan seksual 
di tempat kerja, mulai dari teguran lisan hingga pemecatan, namun proses 
hukum pidana juga tetap dapat dijalankan di kepolisian, sehingga pelaku 
mendapatkan dua kali sanksi. Selain itu, sejumlah kasus kekerasan seksual 
juga dapat diselesaikan secara damai melalui individu atau serikat pekerja 
yang ada demi meminimalisir kerugian yang dialami korban dan pelaku agar 
terhindar dari pemecatan. Namun, tidak semua berkahir damai, banyak juga 
yang berakhir di meja hijau persidangan.
D. KEADILAN RESTORATIF DAN KEKERASAN SEKSUAL
1. Posisi Perempuan
Perempuan seringkali menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual. 
Posisi yang lemah dari segi fisik dan masih kentalnya anggapan bahwa 
perempuan hanya perlu bekerja di dapur, masih berada di sebagian besar 
pemikiran masyarakat. Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di 
beberapa bagian belahan dunia. Perempuan dalam posisi publik terkemuka, 
seperti jurnalis, pembela hak asasi manusia dan perempuan dalam politik 
atau kehidupan publik seringkali menjadi korban kekerasan dan pelecehan 
(Barczyk, 2020). Ini khususnya terjadi ketika perempuan secara terbuka 
mempromosikan kesetaraan gender dan mencela kekerasan terhadap 
perempuan. Pelecehan semakin meningkat secara online dan melalui media 
sosial.
2. Perempuan Dalam Politik Dan Kehidupan Publik
Tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dalam politik, 
termasuk selama pemilu, sering ditujukan kepada perempuan sebagai 
individu, mengirimkan pesan yang kuat untuk menghalangi perempuan 
secara umum berpartisipasi dalam politik dan kehidupan publik. Pelecehan 
seksual tersebar luas dalam kehidupan politik di mana politisi laki-laki, dalam 
beberapa kasus, menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk melakukan 
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pelecehan seksual terhadap perempuan, terutama perempuan muda di awal 
karir mereka, dan budaya diam, seringkali karena kesetiaan politik (Asmar et 
al., 2021). Dalam politik, budaya laki-laki yang berkuasa telah memicu tingkat 
pelecehan seksual yang mengkhawatirkan terhadap perempuan, yang telah 
dilaporkan di banyak negara di seluruh dunia.
Anggota parlemen perempuan sering menjadi sasaran pelecehan 
seksual oleh laki-laki dalam politik dan anggota masyarakat, yang memengaruhi 
potensi partisipasi perempuan dalam politik. Sebuah studi terhadap 39 negara 
di Afrika, Eropa, Asia-Pasifik, Amerika dan negara-negara Arab yang dilakukan 
pada tahun 2016 mengungkapkan prevalensi kekerasan dan pelecehan yang 
mengkhawatirkan terhadap anggota parlemen perempuan (Asmar et al., 
2021). Lebih dari 80 persen perempuan anggota parlemen yang diwawancarai 
melaporkan kekerasan psikologis (mulai dari 65,5 persen yang melaporkan 
komentar seksual atau seksis yang menghina hingga 44,4 persen yang 
melaporkan ancaman kematian, pemerkosaan atau penculikan). Lebih dari 
setengah responden telah beberapa kali menjadi sasaran komentar seksis 
yang memalukan oleh rekan pria selama masa jabatan parlemen mereka. 
Lebih dari 60 persen perempuan anggota parlemen yang menanggapi survei 
percaya bahwa mereka menjadi sasaran tindakan ini karena posisi yang 
mereka ambil dalam membela hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. 
Faktor yang memberatkan termasuk menjadi muda, berada dalam oposisi 
dan termasuk dalam kelompok minoritas.
Namun, posisi perempuan sudah banyak perkembangan dengan adanya 
semangat emansipasi wanita. Di Indonesia, perempuan diberikan kuota 
30% dalam kursi parlemen dan tiap partai politik diharuskan memiliki 30% 
minimal anggota perempuan. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan 
pemerintah terhadap perempuan melalui kebijaka yang disebut dengan 
afirmative action (Hamid, 2012).   
3. Perempuan sebagai Jurnalisme
Wartawan perempuan juga sering menjadi korban pelecehan seksual, 
terutama pelecehan secara online dan melalui media sosial. Survei melaporkan 
pelecehan seksual, pelecehan psikologis, penindasan maya, dan kekerasan 
berbasis gender lainnya. Hampir dua pertiga pekerja media perempuan 
yang disurvei pernah mengalami intimidasi, ancaman, atau pelecehan terkait 
pekerjaan mereka. Dua puluh lima persen dari ancaman dan intimidasi verbal, 
tertulis dan / atau fisik yang dihadapi responden terjadi secara online.
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Separuh dari jurnalis perempuan yang disurvei di 50 negara telah menjadi 
korban kekerasan berbasis gender dalam pekerjaan mereka. Cyberbullying 
mempengaruhi 44 persen wanita. Hampir setengah dari pelakunya adalah 
pembaca, pendengar, atau anggota masyarakat lain yang tidak dikenal. 
Dari mereka yang mengadu, lebih dari tiga perempat tidak percaya bahwa 
tindakan yang memadai telah diambil dalam semua kasus terhadap para 
pelaku. Hanya 12 persen yang puas dengan hasilnya (M.Masullo, 2018).
Untuk menangani keselamatan dan keamanan jurnalis, Kepala Badan 
Eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Rencana Aksi PBB 
untuk Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas untuk pertama kalinya pada 
tahun 2012. Rencana Aksi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang 
aman bagi jurnalis dan pekerja media dan untuk membentuk mekanisme 
antarlembaga yang terkoordinasi untuk menangani isu-isu terkait keselamatan 
jurnalis dan memberikan arahan dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, media dapat memainkan peran yang kuat dalam 
melawan kekerasan terhadap perempuan. Pedoman pemberitaan kekerasan 
terhadap perempuan telah disusun oleh Federasi Jurnalis Internasional, 
dengan tujuan untuk menyajikan pelaporan sensitif tentang insiden kekerasan 
terhadap perempuan, termasuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja 
4. Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat
Saat ini, perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih 
dianggap unsur pendukung yang tidak perlu mengambil peran sentral. Hal ini 
terjadi pada umumnya di daerah kabupaten dan pedesaan, di mana perempuan 
hanya bekerja di rumah, membersihkan rumah, mencuci, dan memasak di 
dapur. Namun beda halnya yang terjadi di daerah perkotaan. Dalam konteks 
kekerasan seksual, perempuan yang masih diteror oleh pelaku kekerasan 
seksual, baik itu di rumah atau di tempat kerja. Kemudian, jika perempuan 
menjadi korban kekerasan seksual, sebagian besar perempuan memilih diam 
untuk tidak membuka suara terhadap kasus yang dialaminya kepada public 
karena perasaan malu dan sanksi masyarakat. Hal ini disebabkan karena 
kekerasan seksual merupakan kasus kesusilaan yang juga memberikan label 
buruk kepada korban yang dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan.
Oleh karena itu, meskipun perempuan sudah menanjak dan setara 
dengan laki-laki dalam beberapa aspek kehidupan, namun potensi menjadi 
korban kekerasan seksual masih saja ada. Hasil survey menunjukkan bahwa 
perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan perempuan 
yang bekerja sebagai ibu rumah tangga maupun pegawai atau karyawan 
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dapat terjadi secara tradisional dan siber, seperti pemukulan, penganiayaan, 
penghinaan secara langsung maupun cyber grooming, cyberbullying, hate 
speech, dan body shaming.
E. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KEADILAN RESTORATIF
1. Kelebihan Keadilan Restoratif 
Keadilan restoratif memiliki beberapa kelebihan jika diterapkan dalam 
kasus kekerasan seksual pada perempuan, baik secara langsung maupun 
melalui media massa. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah sebagai berikut:
a)  Timbulnya Harmoni Dan Perdamaian Di Antara Para Pihak
Menurut KBBI Daring, kata “harmoni” memilki arti pernyataan rasa, 
keserasian, dan keselarasan (Daring, 2020). Hal ini senada dengan arti kata 
restoratif, yaitu pemulihan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi keadilan 
restoratif adalah upaya memulihkan hubungan para pihak, utamanya antara 
pelaku dan korban agar kembali seperti semula atau lebih meningkat lagi 
hubungan baiknya atau menjadi harmoni. Kedengarannya memang sulit jika 
melihat fakta bahwa derita kekerasan seksual, seperti kekerasan fisik dan 
psikis tidak mudah untuk dihilangkan. 
Hal penting yang harus diketahui jika ingin terjadi harmoni melalui 
keadilan restoratif adalah menghindarkan para pihak, yaitu pelaku dan korban 
untuk masuk ke ranah hukum yang terkesan berbelit-belit dan mahal. Hukum 
adalah instrument pemberi keadilan, namun jika sudah masuk ke ranah 
hukum pidana, dimana kasus kekerasan seksual pada beberapa peraturan 
perundang-undangan termasuk kategori tindak pidana berat dengan sanksi 
di atas lima tahun penjara. Tentunya, keputusan lanjut atau tidaknya ke 
ranah hukum pidana berada di tangan para pihak itu sendiri, yaitu pelaku dan 
korban. Sedangkan pihak lain, seperti orang tua, keluarga, kerabat dekat, 
tokoh agama, dan tokoh masyarakat merupakan elemen pendukung yang 
dapat memberikan pandangan baik dan buruknya jika perkara dilanjutkan ke 
meja hijau persidangan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan harmoni 
dan perdamaian, maka proses keadilan restoratif harus didampingi pihak 
ketiga yang netral untuk menjamin kelancaran prosesnya.
b) Memberikan Kesempatan Bagi Pelaku Untuk Menebus Kesalahannya
Perkara kekerasan seksual jelas bukan merupakan perkara yang mudah 
diselesaikan. Sangat kecil kemungkinan korban kekerasan seksual mau 
memaafkan pelaku. Apalagi yang sangat disayangkan adalah pelaku yang 
juga biasanya adalah keluarga dekat korban itu sendiri. Keadilan restoratif 
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memberikan peluang bagi pelaku untuk meminta maaf dan menebus 
kesalahan yang dia perbuat, tentunya harus dengan kesediaan korban secara 
sukarela. 
Bentuk permintaan maaf dan penebusan kesalahan yang dapat 
dilakukan pelaku dapat dalam bentuk materiil dan immaterial. Dalam bentuk 
materiil, pelaku dapat mengganti biaya yang dikeluarkan korban akibat derita 
kekerasan seksual yang dialaminya, seperti biaya pengobatan dan perawatan 
medis untuk menghilangkan trauma. Biaya konsultasi terhadap konseling dan 
psikolog juga harus ditanggung pelaku sampai korban dinyatakan sembuh 
dari derita yang dialaminya.
Sedangkan dalam bentuk immaterial, pelaku harus bertanggungjawab 
atas perbuatannya dengan menikahi korban, baik dalam kasus korban hamil 
ataupun tidak, tentunya harus dengan kesediaan korban tanpa paksaan 
siapapun. Selain itu, pelaku juga harus membersihkan nama baik korban di 
mata keluarga dan masyarakat secara intens, sehingga baik secara langsung 
maupun melalui media social untuk menjaga kondisi masyarakat tetap 
kondusif.  
c) Meminimalisir Derita Yang Dialami Korban 
Berbicara tentang penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual 
adalah hal yang sulit ditentukan, kecuali oleh korban sendiri karena tidak ada 
pihak yang mampu merasakan hal yang sama persis dengan korban. Hal 
ini disebabkan oleh sulitnya mengukur penderitaan dan kerugian yang terjadi 
yang bersifat subyektif dan tidak ada alat ukur yang bisa digunakan. Standar 
atau ukuran kebahagiaan atau penderitaan yang dimiliki setiap manusia 
berbeda juga tergantung dari bentuk kekerasan seksual yang terjadi karena 
akibat yang ditimbulkan dapat berjangka panjang.
Keadilan restoratif menjembatani pelaku dan korban untuk duduk 
bersama kemudian melakukan konsilliasi atau mediasi dengan pihak 
ketiga yang bersifat netral. Keadilan restoratif dapat mencegah suatu kasus 
kekerasan seksual maju ke ranah hukum pidana, sekaligus mencegah kasus 
kekerasan seksual tersebut tersebar ke publik. Sebagaimana diketahui, jika 
suatu kasus kekerasan seksual sudah tersebar ke masyarakat luas, korban 
dan pelaku akan mendapatkan sanksi masyarakat, seperti pengucilan dan 
persekusi.
Dalam proses penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan 
seksual, posisi pelaku dan korban tentu tidak sama. Keadilan restoratif 
dapat dijalankan dengan kesediaan korban dan pelaku. Biasanya, pelaku 
akan senantiasa menerima dilakukannya keadilan restoratif, tetapi pihak 
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korban tidak demikian. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku akan merasa 
diuntungkan karena tidak masuk ke ranah hukum pidana, sedangkan pihak 
korban akan merasa dirugikan karena pelaku tidak mendapatkan hukuman 
yang setimpal.
Dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif pada kasus 
kekerasan seksual bukan merupakan hal baru lagi. Meskipun istilah keadilan 
restoratif baru popular pada satu dekade terakhir di Indonesia. Mungkin 
kita familiar dengan istilah perdamaian, maka perdamaian tersebut sama 
halnya dengan keadilan restoratif, namun isitilah keadilan restoratif tidak 
hanya bertujuan mencari jalan damai, tetapi juga keadilan bagi semua 
pihak. Beberapa opsi dalam penerapan keadilan restoratif yang dinilai dapat 
meminimalisir penderitaan korban adalah sebagai berikut:
a) Ganti kerugian
Ganti kerugian dalam hal ini adalah ganti kerugian materiil, seperti biaya 
yang dikeluarkan korban dalam proses pengobatan, seperti biaya rumah sakit, 
biaya konsul ke psikolog akibat efek trauma, dan biaya kerusakan barang 
seperti kendaraan bermotor, dan sebagainya. Ganti kerugian ini dapat dicapai 
melalui keadilan restoratif dengan proses yang adil dan tidak memaksa. 
Pihak pelaku harus berupaya semaksimal mungkin memberikan segala yang 
dimilikinya untuk menutupi perbuatan tercela yang dilakukannya terhadap 
korban. Begitupun korban sebaiknya meminta ganti kerugian sesuai dengan 
apa yang diderita dan tidak melebih-lebihkan. Dalam prosesnya, sebaiknya 
para pihak pelaku dan korban ditengahi oleh pihak ketiga yang netral untuk 
menghindari kegagalan.
b) Pernikahan 
Opsi pernikahan merupakan salah satu alternative solusi dalam proses 
keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual. Konsekuensi yang timbul 
dari kasus kekerasan seksual adalah kehamilan. Hal ini dapat terjadi bagi 
perempuan dalam posisi sebagai korban maupun pelaku. Masyarakat 
Indonesia sangat sensitive dengan kasus asusila, seperti hamil diluar nikah 
ataupun hamil akibat kekerasan seksual. Tidak jarang, korban kekerasan 
seksual yang hamil juga mendapatkan pengucilan oleh masyarakat akibat 
status anak yang akan dilahirkannya tidak jelas atau merupakan anak hasil 
pemerkosaan. Alasan ini juga merupakan salah satu penyebab korban 
mengalami trauma jangka panjang yang juga bisa dirasakan oleh anak yang 
akan dilahirkan kelak.
Pernikahan merupakan solusi bagi pelaku dan korban agar kehamilan 
yang terjadi bisa tertutupi, demi menghindari stigma buruk dan sanksi social 
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masyarakat. Biasanya terjadi banyak dinamika terjadi untuk mengambil 
keputusan ini, baik itu dari intervensi keluarga korban dan keluarga pelaku 
atau orang lain diluar keluarga. Maka dari itu, pernikahan harus lahir dari 
keputusan pelaku dan korban secara sukarela, mengingat pernihakan adalah 
suatu ikatan yang sakral.
c) Sanksi Adat
Beberapa daerah Indonesia masih memegang teguh hukum adat, 
seperti suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan dan suku Badui di Provinsi 
Banten. Dalam konteks hukum adat, kasus kekerasan seksual termasuk 
kejahatan asusila yang tergolong berat, sehingga memiliki konsekuensi 
yang berat. Jika terjadi kekerasan seksual di daerah hukum adat, maka 
sanksi adat akan ditegakkan. Sanksi adat bisa dikatakan cukup berat dan 
diberikan oleh ketua adat setempat. 
Contohnya Desa Manimbohoi, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 
Selatan, dimana sanksi adat akan ditentukan oleh ketua adat melalui 
musyawarah dewan pemimpin adat yang ada. Sanksi untuk kasus 
kekerasan seksual dan asusila bisa berupa pengusiran dari kampong atau 
pelaku akan dijatuhi hukuman mati, seperti ditenggelamkan di laut (Fuady, 
2019).
Oleh karena itu, dampak psikis kekerasan seksual bagi korban dapat 
diminimalisir melalui penerapan hukum adat sebagaimana kebiasaan 
yang diterima dan berlaku di daerah tersebut. Tantangan saat ini adalah 
tergerusnya hukum adat di Indonesia, sehingga sulit untuk menemukan 
daerah yang masih memegang hukum adat. 
2. Kekurangan Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif juga memiliki beberapa kekurangan, yaotu sebagai 
berikut:
a) Sulit Mencapai Keadilan 
Secara teori, keadilan ada beberapa macam yang dikemukakan oleh 
para pakar. Aristoteles menyampaikan lima jenis keadilan, yaitu keadilan 
komunikatif, keadilan distributive, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, 
dan keadilan perbaikan (Al, 2020). Keadilan dari perspektif korban adalah 
memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual, 
dimana Indonesia memiliki jenis sanksi pidana penjara hingga denda. Akan 
tetapi, kerugian yang dialami korban selama ini tidak bisa dipulihkan oleh pihak 
manapun, meskipun pelaku sudah diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu, 
keadilan estoratif mencoba mengisi kekosongan tersebut yang akan sejalan 
dengan upaya meminimalisir derita yang dialami korban.
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Keadilan menurut korban tentunya adalah keadilan distributive, 
yaitu pelaku harus diberi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. 
Penderitaan korban yang tidak hanya jangka pendek, tetapi juga panjang 
dan melebar ke keluarga dan sanksi masyarakat membuat ukuran 
keadilan bagi korban sangat sulit untuk diukur. Belum ada penelitian 
tentang bagaimana mengukur kepuasan korban kekerasan seksual 
jika dilakukan keadilan restoratif, maka dari itu masih perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Hal lain yang menjadi hambatan 
juga adalah perbedaan nilai keadilan dimata pihak pelaku dan korban 
yang menjadi pekerjaan rumah para pakar dan peneliti hukum di dunia.
b) Kurang Memberikan Kepastian Hukum
Kelemahan lain dari penerapa keadilan restoratif pada kasus 
kekerasan seksual adalah tidak adanya kepastian hukum. Sebagaimana 
diketahui kepastian hukum akan diperoleh jika perkara masuk ke ranah 
hukum, hingga ada putusan hakim yang mengikat (incraht). Keadilan 
restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan 
(non-litigasi) yang patut dilakukan demi mengurangi dampak bagi 
korban dan pelaku serta mengurangi jumlah kasus yang masuk ke ranah 
hukum, mengingat jumlah warga binaan yang sudah kelebihan kapasitas 
(overcapacity). 
Penyelesaian dengan keadilan restoratif akan memberikan ikatan 
secara moril dan etik kepada korban dan pelaku. Proses ini juga akan 
melahirkan kesepakatan bersama yang harus dipatuhi secara bersama. 
Namun, faktanya seringkali hasil kesepakatan yang diperoleh itu dilanggar 
yang ujung-ujungnya berkahir di meja hijau persidangan. Oleh karena 
itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sadar dan niat 
baik dari pihak korban dan pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 
menilai keadilan restoratif kurang memberikan kepastian hukum. 
G. TANTANGAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS KEKERASAN 
SEKSUAL
Tantangan penerapan keadilan restoratif pada kekerasan seksual 
adalah ketidaksediaan pihak korban dalam melakukan keadilan restoratif. 
Hal ini dapat dimaklumi melihat derita dan kerugian yang dialami korban 
begitu besar, mulai dari fisik dan psikis yang bisa berlangsung dalam 
jangka panjang. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian Susan (2017) 
memperlihatkan bahwa sebagian besar korban menolak untuk melakukan 
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keadilan restoratif (Duncan, 2017). Korban menganggap tidak akan 
memberikan keadilan kepada dirinya, jika pelaku tidak diproses secara 
hukum dan mendapat sanksi yang berat, seperti masuk penjara.  




: Bentuk penyelarasan antar manusia menuju suatu 
harmoni dengan memulihkan atau meminimalisir 
dampak yang muncul akibat suatu perbuatan tercela 
antara pelaku dan korban.
Kekerasan 
Seksual
: Suatu tindakan yang memberikan rasa derita kepada 
korban terhadap jenis kelaminnya dalam bentuk fisik, 
psikis, secara langsung ataupun tidak langsung 
Media Massa : Instrumen untuk menyampaikan informasi publik 
kepada masyarakat luas yang dapat diakses melalui 
media cetak atau media digital 
Pelaku : Orang yang melakukan kekerasan seksual
Korban : Orang yang mengalami penderitaan dan kerugian 
akibat tindakan pelaku kekerasan seksual 
Cyberbullying : Tindakan perundungan yang dilakukan melalui 
media daring, seperti internet 
Cyber Grooming : Tindakan penyerangan untuk menangkap dan 
mengeksploitasi seseorang melalui media luring 
atau daring 
Body Shaming : Tindakan menghina bentuk tubuh orang lain 
Hate Speech : Tindakan dengan maksud dan tujuan unutk 
memprovokasi massa
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Perempuan dan media merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan 
satu dengan lainnya. Saat ini, hampir tidak ada satu jenis media massa 
pun yang tidak mengangkat sosok perempuan dalam pemberitaan. Dunia 
perempuan memang telah mengalami perubahan yang luar biasa dari 
zaman ke zaman. Tetapi, wacana kesetaraan dan relasi gender masih 
terus menghiasi media massa hingga detik ini. Berbagai wacana dalam 
media massa masih menggambarkan bahwa perempuan adalah kaum 
yang lemah hingga materialistik, sehingga ketidakadilan dan kesetaraan 
masih jauh dari harapan kaum perempuan. 
 
Buku Perempuan volume 2 adalah lanjutan dari judul buku yang sama. 
Mengangkat tema Perempuan dan Media Massa. Tulisan berupa studi 
literatur, concept paper, atau hasil workshop yang orisinil dan terkini. 
